QLR SR

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il SUKOHARJO
NOMOR : 4 TAHUN 1996 SERI D NO. 4

= PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

SUKOHARJO NOMOR 10 TAHUN 1995
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peninigkatan kelancaran penyelenggaraan

b.

Mengingat : 1.

pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil
guna sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9
Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas
Peternakan Daerah, maka dipandang perlu mengganti Peraturan
Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor: 12 Tahun
1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukokharjo;

bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Undang - undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan
Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - poqu
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indones'xa
Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3037);
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' 1 tentang Pe]
: Nomor 33 Tahun 1?5 g Pelakg
an pemerintah dari Urusan Pemerintahan dalam Lap::aa"

E Sé::féaan propinsi Jawa Tengah (Lembaran et

.+ [ndonesia Tahun 1951 Nomor‘52, Tambahan Lembara:
RCPUth blik Indonesia Nomor 122 ) .

Negara Pepu ) or 6 Tahun 1988 tentang Koordinas.

4. Peraturan Pemerl Vertikal di Daerah ( lembaran Negara Pepubli]:

{egiatan Instansi
;Z§:esia Tahun 1988 Nomor 10 , Tambahan Lembaran Negar,

. . 3373);
Republik Indonesia Nomor AT
iz Pemerintah  Nomor 45 Tahun tentang

Peyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Ber. at pada Daery
Tingkat I ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonegj,

Nomor 3480);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang

Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang
pola Organisasi PemerintahDaerah dengan Wilayah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tatun 1994 tentang
Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Daerah. .

Kehewanan

A

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

[T Sukoharjo.

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAE

MEMUTUSKAN

SUKOHARIO TENTANG ORGANISAs] oot TINGKAT I
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN pappy. LATAKERJA
SUKOHARJO RAH TINGKAT It

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimakgsyqg den
gan ;

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingka s :
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintap, Kabupatezharjo:

IT Sukoharjo;
Aera} T
Ingkat
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Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II

Sukoharjo;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat 11

Sukoharjo; .
f Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Ting-

kat II Sukoharjo.

BABII
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di
bidang Peternakan. |

(2) Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di
bawah dan betanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Peternakan mempunyai tugas menyclengarakan urusan rumah tangga
Daerah dan tugas pembantuan yang deberikan oleh Pemerintah dan atau
pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah di bidang
peternakan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3 Peratuan Daerah ini,
Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pembinaan umum di bidang peternakan berdasarkan

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1
Jawa Tengah ; | |

pembimbingan teknis di bidang Peternakan :

pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya ;
pelaksanaan penyuluhan:

pengamanan teknis sesuai tugas pokoknya:

pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani:
pelaksanaan pengolahan Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan:

R Mo oo o
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BAB III

ORGANISASI oo

Bagian Pertama Pola dan Susunan Organisasi
~Pasal 5

Organisasi Dinas Peternakan ditetapkan Pola Maksimal :
| Pasal 6
erdiri dari :

(1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan t
a. Kepala Dinas ;
b. Sub Bagian Tata Usaha ;
¢, Seksi Produksi ;
d. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan ; -
e, Seksi Kesehatan Hewan :
f. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan ;
g. Seksi Penyuluhan ;
h. Cabang Dinas ;
i. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) S}lb Bagian Tata Usaha dan Seksj -seks; mac;
dimaksud ayat (1) Pasal ini masing - maa‘sm ~ Masijp ;
Kepala yang berada dibawah dan bertap, Sing g e 8 sebagaimana
Dinas. 8ungg .iawabpln oleh seorang
(4) Bagan Organisasi Dinas Peternakan sebggnq; “Pada Kepala
(1) Pasal ini, adalah tersebut dalam [q. 2208

el
merupakan bagian yang tak terpisahkan “iPiray P:::::::S dalam ayat

daerah ini
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Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 7

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagain Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas Menyelenggarakan urusan
perencanaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan
umum. '

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8 Peraturan

Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan
organisasi dan tata laksana;

b. pengelolaan administrasi kepegawaian ;

c. pengelolaan admini_Strasi keuangar;

d. pengurusan rumah tangga dan perlengkapan surat menyurat dan
kearsipan .

Pasal 10

(1) Sub Bagian Tata Usaha Terdiri dari :
a. Urusan perencanaan ;
b. Urusan Kepegawaian ;
¢. Urusan Keuangan ;
d. Urusan Umum.

) Urusan - urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing -
masing, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung Jawab kepada Kepala sub Bagian Tata Usaha.
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pasal 11
nempunyai fugas mengumpulkan, meng,

statistik, meyiapkan bahan lapor,,
embinaan organisasl dan tatalgy

ai tugas menyiapkan bahg,
dan pengembangz.m Pegawaj
elolaan administrasi kepe.

sana.
epegawaial mempuny
utasi pegawai serta mengurus peng

gawaian. .

(3) Urusan Keuangan mempunyal
sunan umum Anggaran Pendapat
pembukuan, melakukan perhitungan anggaran,
mengurus perbendaharaan.

(4) Urusan Umum mempuyai tugas mengurus surat menyurat,

kearsipan dan rumah tangga serta perlengkapan.
Bagian Keempat |

Seksi Produksi
Pasal 12

(2)

rugas menyiapkan bahan penyu.
an dan Belanja Dinas, mengurys
verifikasi serta

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Di
1nas
Peternakan di bidang produksi peternakan. ; .

Pasal 13

untuk menyelenggarakan tugas tersebut ng
Daerah ini,Seksi Produksi mempunyai f““gls)i-da Pasal 12 Peraturan
a. pembimbingan teknis reproduksi:
b. pembimbingan pembibitan ternak:
c. pembimbingan pengawasan, peredaran dan pe
oo i n
d. pembimbingan pengkajian dan Penerapan, 88unaap pakan;

Pasal 14

(1) Seksi Produksi terdiri dari:
a.Sub Seksi Teknik Reproduksi;
b.Sub Seksi Pembibitan;
c.Sub Seksi Pakan;
d.Sub Seksi Kaji Terap.
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(2) Sub seksi-su})~ seksi sebagimana dimaksud ayat (1) Pasal
ini,masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi.

Pasal 15

(1) Sub Seksi Teknik Reproduksi mempunyai tugas manyusun kebutuhan
semen dan mudigah mengadakan, menyimpandan menyalurkan semen
dan mudigah,memantau inseminasi buatan dan alih mudigah. '

(2) Sub Seksi Pembibitan mempunyai tugas membimbing produksi ternak
bibit pedesaan,memantau pengawasan mutu ternak bibit, membimbing
registrasi ternak dan penguji populasi dasar ternak serta memantau
kinerja ternak bibit.

(3) Sub Seksi Pakan mepunyai tugas memantau pengadaan,peredaran dan

penggunaan pakan ternak.
(4) Sub Seksi Kaji Terap mempunyai tugas membimbing pelaksanaan

pengkajian penerapan teknologi di bidang peternakan .
Bagian Kelima
Seksi Usaha Tani dan Pengolahan

Pasal 16

Seksi Usaha Tani dan pengolahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas Peternakan di bidang tani ternak dan pengelolaan hasil ternak.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 16 Peraturan ini, Seksi
Usaha Tani dan Pengolahan mempunyai fungsi: '

a. pelayanan usaha peternakan ; '

b. pemantauan sumber daya peternakan ;

¢. pembimbingan pengolahan hasil peternakan ;

d. pembimbingan pemasaran peternakan ;

Pasal 18

(1) Seksi Usaha Tani dan Pengolahan terdiri dari:
a. Sub Seksi Pelayanan Usaha ;
b. Sub seksi sumber Daya ;
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4. Sub Seks! Pcmas'clfa_n . .na dimaksud ayat (1) Pagy] .
Kepala yang berada di bawg by

2) Sub Seksi-.SU At h seorang )
v impin 01 si Usaha Tani dan Pengolgh, &

b kepada Kepala Sek

(1) Sub Seksi Pelayanan Usaha mempunyai fugas melakukan Pelayg,

tani ternak . i Ly
usaha . cumber Daya mempunyai tugas melakukan 1nventarisagi iy

penyediaan lahan, ketenagaan dan permodalan usaha temak

(3) Sub Seksi Pengolahan Hasil mempunyai tugas memantau dan membyy,
bing pengawasan Pegolahan hasil ternak . _

(4) Sub Seksi pemasaran mempunyai tugas pokok mengumpulkan, meng.
lah dan menyajikan data pemasaran hewan dan penampungarn ternak .

Bagian Keenam
Seksi Kesehatan Hewan
Pasal 20

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugs
Dinas Peternakan di bidang kesehatan hewan .

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada e
Seksi Kesehatan Hewan mempunyai Mggi : Pasal 20 Peraturan daerah ini

a. pengamatan, penyidikan dan epidemiolg
buat peta penyakit hewan ;

b. pencegahan dan pemberantasan penyakit hewsan -

c. pelayanan kesehatan hewan ; e

d. pengawasan kesehatan masyarakat veteriner -

&1 penyakit heWan, serta menr

Pasal 22

(1) seksi Kesehatan Hewan terdiri darj -
a. sub Seksi Pengamatan dan Penyidikap
b. Sub Seksi Pencegahan dan Pemberanta;an :
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c. Sub seksi Pelayanan Kesehatan Hewarf J
d. Sub seksi kesehatan Masyarakat Veteriner .

(2) Sub Seksi-subseki sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala seksi Kesehatan
Hewan .
Pasal 23

(1)sub seksi Pengamatan dan Penyidikan mempunyai —tugas
membimbing pengamatan, penyidikan, epidemiologi dan
pembuatan peta penyakit hewan .

(2) Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan mem;?unyai tugas
membimbing pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan .
(3)sub Seksi pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas
membimbing teknis pelayanan kesehatan hewan dan memantau

peredaran dan penggunaan obat hewan .

(4) Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas
mengawasi hygiene dan ° sanitasi lingkungan usaha-usaha
peternakan, melakukan pelayanan rumah potong hewan/ rumah
potong unggas serta memantau perlindungan dan kesejahteraan

hewan .
Bagian ketujuh
Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan
Pasal 24

Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tu

gas Dinas Peternakan di bidang penyebaran

dan pengembangan peternakan .

Pasal 25
gatrn:; mi;;ly elznkgiaral;an tugas tersebut pada Pasal 24 Peraturan
mempunyai, fiigai : enyebaran dan Pengembangan Peternakan
;.e tléglnaiifagtzingan identifikasi lokasi penyebaran dan pepgembangan

b. pembimbingan penyiapan lokasi dan peternak ;
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_penataan ternak ; N .
; Il))engumsan I'CdiStﬂbUSl temak ’

Pasal 26

(1 ks Penyebaran dan pengembEngas Peternakan terdiri da;

a. Sub Seksi Identifikasi ;
b. Sub seksi Penyiapan ;
c. Sub Seksi Penataan

d. Sub Seksi Redistribusi ;

(2) Sub Seksi -sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasg] i
masing -masing dipimpin oleh seorang Kepala yang bery,
dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Seksi Penyebary,
dan pengembangan Peternakan .

Pasal 27

(1) sub seksi Identifikasi mempunyai tugas melakukan bimbinga
identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan ternak .

(2) Sub seksi Penyiapan mempunyai tugas menyusun bahan tata
ruang peternakan, menyiapkan lokasi dan petani di
_ ani
penyebaran dan pengembangan peternakan . p s
(3) Sub seksi Penataan mempunyai
gaduban dan bagi hasil tema - Torgelola administras

pengumpulan, seleksi, penyeb tugas  melaksanakan

aran kembalj te ;
_ mak bib;
Bagian Kedelapan 1bit .

Seksi penyuluhan

Pasal 28

Seksi Penyuluhan mempunyaj
: yai tu
Dinas Peternakan di bidang Penyulﬁ;san Melaksanaygy, _
temak . Sebagian tugas
Pasal 29
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut
Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunya; ftu? ! Pagy ,
a. penyiapan dan pelaksanaan pro mgsn; 8
penyuluhan serta rekayasa sosial dan ei< On:::ifle dag
1

Peraturan
Slstem kerja
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b. perencanaan, pendayagunaan dan bimbingnan ketenagakeljam

penyuluhan ;

pembimbingan dan pengembangan kelembagaan petani ;

d. perencanaan, pengadaan, pengolahan dan bimbingan pendaya- gunaan
sarana penyuluhan ; ‘

e perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan
materi penyuluhan . :

o

Pasal 30

(1) Seksi Penyuluhan térdiri dari :
a. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana .

(2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala seksi Penyuluhan . .

Pasal 31

(1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas mémbc'rika_n pelayanan
teknis dan administrasi kepada para penyuluh peternakan dalam

penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metode
dan sistem kerja penyuluh, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial

dan ekonomi pelakasanaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi
pelaksanaan penyuluhan .

(2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun
rencana kebutuhan dan memdayagunakan tenaga penyuluh,
merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan,
memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan
pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam
pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani, penyelenggaraan
kursus-kursus tani,penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta

penyiapan materi penyuluhan .

Bagian Kesembilan
Cabang Dinas
Pasal 32

Cabang Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri .
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udukan sebagaj Ungy,

' l Dinas Pete
operasiond oleh seorang Kepala yang beryg,

. . y . ’ -n
i Teknis Dinas dipimp! |
% gnlil \zzLazzznl?enanggung jawab kepada Kepala Dinas .
iba 7
| Pasal 34

Teknis Dinas dapat dibentuk berdasarkan kriteria yang

Unit Pelaksana ‘
Menteri Dalam Negert -

‘ditetapkan oleh

Bagian Kesebelas
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 35

(1) Kelompok Jabatan Fungsial di Lingkungan Dinas Peternakan
mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis peternakan di bidang
keahlian masing-masing .

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal
ini, di pimpin oleh seorang tenaga fungsi :

) : gsional senior selaku ketua
kglompok, yang berada dllbawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Din P P

as yang bersangkutan .

Pasal 36

(1) Kelompok jabatan Fungsional s i
; ebagaimana dj
(};eraturan Daerah ini, dapat. dibagj kedala?ndlml?ksu
engan kebutuhan dan masing -magj di o
fungsional senior. P
(2) jumlah tenaga fungsional dit
b Jditentukan berdasark an sifat jeni dan
P o=uIS beban

' (3) Pembinaan terhadap tena ;
. ga fungsional gj
Peraturan Perundang-undangan yang berlaky, AN Sesug d
engan

d ayat (1) Pasal 35
-Sub kelompok gesyai

™ oleh seorang tenags
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BAB IV
TATAKERJA
Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Peternakan, Unit Pelaksana
Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas wajib
menerapkan prinsip koordinasi, itegrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar Satuan 0rgamsas1 sesuai
dengan tugas masing-masing.

Pasal 38

(1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebljaksanaan
yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah .
(2) Kepala Dinas diwajibkan memberi petunjuk, membina,

membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu
dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

BABV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 39

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur
kemudian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku. ’

Pasal 40

hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur

lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai
pelaksanaannya .

Pasal 4i

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 12 Tahun 1981
tetang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan kabupaten
daerah Tingkat II Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku lagi .
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h ini mulai berlaku pada tangaghal diundangkap
e inya m '
] setiap Orang dap a_t .menget i emenn%
Agar supaya rah ini dengan penempatannya dalan‘

Peraturan Dae : ;
{eng;lnariinga; ralf Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Ditetapkan di sul(ohm]-0
pada tanggal 5 Junj 195

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT I g TINGKAT OO
SUKOHARJO SUKOHARJO
KETUA |
t
s ttd
SOEBENI

- TEDJO SUMINTO
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DISAHKAN
Dengan

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa tengah

Tanggal :3 Nopember 1995 No. 188.3 / 336/ 1995
An. Sckretaris WILAYAI / DAERAH TINGKAT |

JAWA TENGALII
Kepala Biro hukum

ttd

SUTJL ASTOTO. SII
Penata Tingkat |
NIP. 010 088 157

Diundangkan dalam Lembaran Dacrah
Kabupaten Dacrah Tingkat 11 Sukoharjo
Nomor 4 Tahun 1996 Seri D No. 4
Pada Tanggal : 3 Pebruari 1996
Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd

Drs. SRI HARDONO
Pembina Tingkat I

NIP. 010 071 319



